PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur
perangkat daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan
Bagian Sekretariat Daerah, dan untuk mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas,
wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan maka Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah No 78 Tahun 2012 tentang perubahan
keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5344);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan  Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor
50);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 50),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal
53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Komisi-komisi di DPRD terdiri dari Komisi I, Komisi
II, Komisi III, dan Komisi IV.

(2) Pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan,
meliputi Sub Bidang: Hukum, Pemerintahan,
Keamanan dan Ketertiban, Pengawasan dan
Pemeriksaan, Kependudukan, Hubungan
Masyarakat, Kepegawaian, Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Komunikasi dan Informatika,
Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, dan
Pertanahan;

b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan
meliputi Sub Bidang: Perdagangan, Perizinan,
Koperasi dan UKM, Pertanian, Peternakan,
Perkebunan, Pangan, Logistik, Keuangan
Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan,
Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan,
Dunia Usaha, Penanaman Modal dan Pinjaman
Lunalk;

c. Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi Sub

Bidang: Pekerjaan Umum, Tatakota,
Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan,
Pertambangan dan Energi, Perumahan dan
Pemukiman, Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Lingkungan hidup;



(3)

(4)

(S)

(6)

d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat,
meliputi Sub Bidang: Ketenagakerjaan,
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan,
Agama, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan
wanita, Transmigrasi, Pariwisata dan
Penanggulangan Bencana.

Mitra kerja Komisi I meliputi Sekretaris Daerah, Staf
Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,
Sekretariat DPRD, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Bagian Hukum Setda, Bagian
Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi Setda,
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda,
Camat, Lurah, Kepala Desa, Kantor Pertanahan,
Kepolisian Resor, Tentara Nasional Indonesia,
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum.

Mitra kerja Komisi II meliputi Sekretaris Daerah,
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekda, Dinas
Pangan, Dinas Penananam Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan,
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan
Keuangan Daerah, Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Setda, Bagian Umum Setda, PT.
Bank Jateng, Perusahaan Daerah dan BUMD, serta
Kantor Statistik.

Mitra kerja Komisi III meliputi Sekretaris Daerah,
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda
dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.

Mitra kerja Komisi IV meliputi Sekretaris Daerah,
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan Anak, Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja, Rumah Sakit Umum Daerah,
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Kantor
Kementrian Agama dan Pengadilan Agama.
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2. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 102A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 102A

(1) Setiap rapat Alat Kelengkapan DPRD dapat
mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila rapat dihadiri oleh lebih dari !/2 (satu
perdua) dari jumlah anggota.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2
(dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga
terpenuhi, rapat memenuhi kuorum apabila dihadari
anggota alat kelengkapan keterwakilan lebih dari 1
(satu) fraksi DPRD.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi rapat alat kelengkapan DPRD yang
bersifat pengumuman.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Pebruari 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WAWAN PRIBADI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Pebruari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 5



